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Abstrak
 

<p>Notaris dalam membuat akta lalai karena tidak memperhatikan lebih lanjut objek yang dibuat. Seorang

istri dari debitur pailit mengagunkan tanah yang merupakan harta pailit sehingga perlu untuk diteliti lebih

dalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jangka waktunya serta akibat hukum dari kelalaian

seorang notaris dalam membuat akta yang objeknya merupakan harta pailit. Metode penelitan yang

digunakan adalah penelitian normatif dengan sumber data yaitu data sekunder. Kemudian diambil

kesimpulan bahwa tidak ada berakhirnya atau jangka waktu tanggung jawab seorang debitur dalam suatu

kasus kepailitan. Menurut Undang Undang Kepailitan setelah diputus pailit, harta debitur menjadi termasuk

dalam harta pailit dan kemudian dapat di eksekusi. Apabila harta yang dimilikinya dapat menutupi semua

utang yang dimilikinya, maka seorang debitur telah melaksanakan kewajibannya setelah adanya penetapan

eksekusi dari pengadilan. Namun apabila harta pailit yang dimiliki belum dapat melaksanakan seluruh

hutang yang dimilikinya, maka suatu saat apabila debitur menjalankan hidupnya dan melaksanakan

usahanya kemudian mengalami kesuksesan dan telah memiliki harta kembali, maka kurator atau kreditur

lainnya dapat melakukan pembukaan kasus pailit kembali guna memperoleh pembayaran dari hutangnya

yang dulu dengan tanpa jangka waktu tertentu. Artinya sampai seumur hidup debitur hutang tersebut tetap

tercatat. Serta dalam kasus yang diambil, dijelaskan bahwa istri dari debitur pailit, dengan sengaja

mengagunkan sebidang tanah yang merupakan bagian dari harta pailit yang merupakan atas nama istri

debitur pailit. Akan tetapi, karena tidak adanya perjanjian kawin, maka harta tersebut menjadi harta

bersama. Maka, yang terjadi terhadap akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tersebut

adalah batal demi hukum karena terjadinya Actio Pauliana.</p><hr /><p>Notary in making the deed

negligent because it does not pay further attention to the object being made. A wife of a bankrupt debtor

pledges the land which is bankrupt property so it needs to be investigated more deeply. The purpose of this

study is to analyze the responsibility of the bankrupt debtor and the time period and legal consequences of

the notary's failure to make a deed whose object is bankrupt property. The research method used is

normative research with data sources, namely secondary data. Then conclusions are drawn that there is no

end or duration of responsibility for a debtor in a bankruptcy case. According to the Bankruptcy Law after

being declared bankrupt, the debtor's assets are included in the bankrupt assets and can then be executed. If

the assets they have can cover all their debts, a debtor has fulfilled his obligations after the execution of the

court is determined. However, if the bankruptcy assets that have not been able to carry out all the debt it has,

then one day if the debtor runs his life and conducts his business then experiences success and has had the

assets back, then the curator or other creditors can open a bankruptcy case again in order to obtain payment

from his debts which are first with no specific period. This means that for the lifetime of the debtor the debt
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remains recorded. And in the case taken, it was explained that the wife of the bankrupt debtor deliberately

pledged a piece of land that was part of the bankrupt property which was in the name of the bankrupt

debtor's wife. However, due to the absence of a marriage agreement, the property becomes joint property.

So, what happened to the deed of granting the mortgage right made by the notary was null and void by law

because of the Actio Pauliana.</p>


